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ABSTRAK

Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kutacane Aceh Tenggara

Nama : Rifaldi

Nim : 201801022

Program Studi : Magister IImu Administrasi Publik
Pembimbing | : Prof. Dr. R. Hamdani Hrp, M.Si
Pembimbing 11 : Dr. Budi Hartono, M.Si

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh
Tenggara adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk
menyelenggarakan pelayanan publik salah satunya yaitu pelayanan publik E-KTP.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik E-KTP di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tenggara terdapat beberapa
permasalahan yang dalam pelayanan sehingga mengakibatkan pelayanan kurang
maksimal, diantaranya kurangnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan publik E-
KTP, dan saranan dan prasarana belum memadai, serta sering terjadinya kerusakan pada
alat perekaman E-KTP serta masalah pada jaringan. Berdasarkan hal tersebut serta
rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana kualitas pelayanan publik E-KTP di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, dan kedua faktor-faktor
apa saja yang menghambat pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu kualitatif dengan instrument penelitian observasi, studi dokumentasi dan
wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan deskriftif analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik E-KTP yang mengacu pada teori
Zeithaml dari dimensi tangible (bukti fisik/sarana prasarana), realibility (kehandalan),
responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), empathy (empati) menunjukkan,
kualitas pelayanan publik E-KTP di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Aceh Tenggara sudah berjalan dengan baik dan pegawai sudah menjalankan
tugas sesuai peraturan.

Kata kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, E-KTP, jaringan, sarana prasarana.
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ABSTRACT

Quality of Employee Service in Making E-Ktp at the Population and Civil
Registration Office of Kutacane, Southeast Aceh

Name : Rifaldi

Name : 201801022

Study Program : Master of Public Administration
Advisor | : Prof. Dr. R. Hamdani Hrp, M. Si
Advisor 11 : Dr. Budi Hartono, M.Si

The Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Southeast
Aceh Regency is one of the government agencies tasked with providing public services,
one of which is the E-KTP public service. In the implementation of E-KTP public
services at the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) of Southeast
Aceh Regency, there are several problems in service that result in less than optimal
services, including lack of funds in the implementation of E-KTP public services, and
inadequate facilities and infrastructure, and frequent occurrence of damage to the E-
KTP recording device as well as problems with the network. Based on this and the
formulation of the problem, first, how is the quality of E-KTP public services at the
Southeast Aceh Regency Population and Civil Registration Service, and secondly what
are the factors that hinder E-KTP services at the Southeast Aceh Regency Population
and Civil Registration Service. The method used in this research is qualitative with
observation research instruments, documentation studies and interviews. While the data
analysis used descriptive analysis. The results showed that the quality of E-KTP public
services which refers to Zeithaml's theory from the tangible dimension (physical
evidence/infrastructure), realibility (reliability), responsiveness (responsiveness),
assurance (guarantee), empathy (empathy) shows, the quality of public services The e-
KTP at the population and civil registration office of Southeast Aceh Regency has been
running well and employees have carried out their duties according to regulations.

Keywords: Quality, Public Service, E-KTP, network, infrastructure.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah, pemerintah daerah berwenang dalam smengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama dalam hal penyelenggaraan
pemerintahan, pertama sebagai agen pembangunan, kedua pemberdayaan
masyarakat dan yang ketiga sebagai pelayan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu
kelompok organisasi atau instansi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh setiap
organisasi atau instansi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik aparatur
pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat
berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah, karena
masyarakat telah memberikan dananya kepada pemerintah dalam bentuk
pembayaran pajak, retribusi atau pungutan biaya yang lain. Tugas ini telah
digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi
“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
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melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan social” .

Sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi
dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah terus menerus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik
pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam merancang dan menentukan
sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian,
pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas
kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
lokal.

Hal yang sering diperhatikan adalah dalam bidang public servic
(pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur
pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia
jasa) di tuntut untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat, apalagi dalam era otonomi daerah kualitas pelayanan aparatur
pemerintah semakin ditantang untuk lebih optimal dan dapat merespon semua
tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia
layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan
terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan
pelayanan publik. Pelayanan yang baik akan dirasakan oleh masyarakat apabila
instansi yang menyediakan jasa pelayanan tersebut dapat melayani secara santun
dan profesional dengan kualitas standar pelayanan, prosedur yang baik, aman,

lancar, tertib, serta kepastian biaya atas jasa pelayanan yang diberikan.
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Masyarakat akan merasakan kepuasan apabila menerima pelayanan yang baik dan
profesional dari penyedia pelayanan. Jika mereka memperoleh kepuasan atas
layanan yang diberikan, maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat sebagai
pengguna jasa untuk menggunakan kembali layanan tersebut.

Beberapa pakar dan teoritisi administrasi berpendapat bahwa peranan
pemerintah harus terfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintah mempunyai
peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi semua
penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan
pengertian pelayanan publik sebagai berikut : Pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam
mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi
tersebut. Namun kualitas pelayanan publik akan menjadi polemik yang terus
menjadi sorotan pemerintah dan terutama masyarakat. Kondisi ini terjadi karena
pelayanan publik yang bertumpu pada kepuasan masyarakat masih jauh dari
harapan. Meskipun sejak tahun 2004 telah secara resmi di canangkan sebagai
tahun pelayanan publik, tetapi sejauh mana komitmen pemerintah dan harapan

masyarakat dapat terealisasi masih dipertanyakan. Kualitas pelayanan publik
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merupakan salah satu permasalahan yang dikaitkan dengan birokrasi pemerintah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik
selalu mengedapankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, namun selama
ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan tidak berkualitas. Pada
kenyataanya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah
masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas
sumber daya manusia yang masih belum memadai.

Perbaikan pelayanan publik di era globalisasi ini merupakan harapan
seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan sistem pelayanan publik di lingkup
daerah ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penyelenggaraan
otonomi daerah yang tidak diimbangi oleh kesiapan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, menimbulkan tiga masalah pokok yang perlu
di sikapi dalam penyelenggaraannya, yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak
adanya kepastian pelayanan, dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik. Banyak masyarakat yang merasa dipersulit ketika berhubungan
dengan birokrasi pemerintah, hal ini sering menimbulkan tumbuhnya praktik
kolusi dan penyimpangan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti
biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, serta ketidakpastian waktu
serta rendahnya kualitas pelayanan.

Salah satu dari penyelenggara layanan publik ialah instansi pemerintahan. Bentuk
layanan dari instansi pemerintah ini, diantaranya yaitu pada bidang administrasi

kependudukan. Dalam Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2013, administrasi
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kependudukan diartikan sebagai rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain. Didalam UU yang sama pasal 87 A disebutkan
bahwa pendanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi
kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun
di kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja Negara.

Pembuatan e-ktp merupakan salah satu wujud pelayanan dasar
pemerintah kepada masyarakatnya. e-ktp merupakan unsur penting dalam
Adminstrasi Kependudukan, alasannya adalah karena e-ktp menyangkut
masalah legitimasi seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam
suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), dan sesuai
dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 63 ayat 1 yang berbunyi
penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah
berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib
memiliki ktp. Proyek e-ktp ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan e-ktp
konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih
dari satu e-ktp, hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang
menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi
peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan
menduplikasi e-ktp-nya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh

Tenggara merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menjadi pelaksana
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pelayanan publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satu yang saya ingin bahas
adalah dibidang kependudukan yaitu pembuatan e-ktp. Tentunya pembuatan e-
ktp ini berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Aceh
Tenggara. Pelaksana pelayanan publik disdukcapil Kabupaten Aceh Tenggara
dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan ini diukur
menggunakan 5 indikator menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2020:38) yaitu,
Tangible (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap),
Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Dari segi teori Zeithaml Ada
beberapa kursi dan computer yang rusak sekitar 20 dan kursi sekitar 33 buah.

Berdasarkan data yang di rilis oleh Ombudsman Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan desember 2021 yang lalu
mendapatkan predikat zona kuning dengan skor 75, 00 % dari yang sebelumnya
zona merah dengan skor 25% dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh
Tenggara pertahun 2021 sebanyak 150.000 jiwa.

Sedangkan data yang di rilis oleh Ombudsman Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues pada bulan desember 2021 yang lalu
mendapatkan predikat zona kuning dengan skor 77, 87 % dari yang sebelumnya
zona merah dengan skor 19% dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh
Tenggara pertahun 2021 sebanyak 109.554 jiwa.

Adapun terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelayanan e-ktp
yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tenggara yang pertama
yaitu kurangnya anggaran terhadap pelaksanaan pelayanan adminduk Disdukcapil

Kutacane sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya fasilitas maupun sarana
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yang disediakan oleh Disdukcapil dalam melakukan proses pelayanan, Selain itu
sering terjadinya kerusakan pada alat perekaman e-ktp sehingga menghambat
proses pelayanan dan pencetakan e-ktp, gangguan koneksi jaringan yang sering
terjadi mengakibatkan pelayanan e-ktp menjadi tidak efektif. Kurangnya fasilitas
dan sarana pendukung, seperti halnya tidak ada ruang tunggu untuk pelayanan e-
ktp. Permasalahan yang selanjutnya yaitu responsiveness atau daya tanggap,
keterbatasan operator yang menghambat proses pembuatan e-ktp dan yang
terakhir mengenai ketepatan waktu, yaitu pelayanan pembuatan e-ktp sering
mengalami keterlambatan karena hambatan beberapa hal di atas.

Faktor yang menjadi pendukung terwujudnya pelayanan dalam proses
pembuatan e-ktp yaitu pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sudah sesuai dengan tupoksi mereka dan posisi pegawai sudah linier dengan
jurusan yang dikuasai. Dimasa covid ini kutacane menjadi salah satu yang terkena
dampak penyakit berbahaya dari sebelumnya Zona hijau kemudian menjadi
mejadi Zona Kuning sekitar 30%, karena ada beberapa masyarakat yang terkena
dampak covid 19 tetapi tidak terlalu banyak sebab di Kutacane sudah mematuhi
protocol kesehatan yang telah di tetapka pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam bentuk tesis dengan judul : Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan
e-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.
1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan

penelitian sebagai berikut:
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. Bagaimana kualitas pelayanan Pegawai dalam pembuatan e-ktp di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kutacane ?

Faktor yang menjadi kendala kualitas pelayananan pegawai dalam
membuat e-ktp di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Kutacane ?

Faktor pendukung yang membuat pelayanan pembuatan e-ktp menjadi

maksimal sesuai dengan sistem peraturan yang ditetapkan.

1.3.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas

pelayanan e-ktp di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kutacane

yaitu:

1.

Untuk menganalisis kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai
beserta perangkat lainnya.

Untuk Menganalisis Fakto-faktor apa saja yang menjadi kendala yang
di hadapi pemerintah Daerah Aceh Tenggara/Kutacane dalam
penerapan e-ktp.

Untuk menganalisis Faktor pendukung pegawai yang ada di Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutacane.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini

adalah :
1. Manfaat Akademik, Sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan
memfasilitasi pembelajaran dalam bidang Ilmu Administrasi Publik
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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tentang Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan e-ktp di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kutacane.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan/evaluasi, khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Kutacane dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Untuk menganalis faktor pendukung dalam kualitas pelayanan dalam

pembuatan e-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutacane.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pelayanan

Pada hakikatnya pelayanan ialah serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan. Adapun beberapa ahli berpendapat mengenai pelayanan, yaitu sebagai
berikut:

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah * service” . Moenir dalam
Mursyidah dkk, (2020:14) mendefinisikan “ pelayanan sebagai kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana
tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau
dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pengguna.” Selanjutnya Moenir dalam Mursyidah dkk, (2020:17),
mendefinisikan * pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung. Pada dasarnya terdapat dua jenis pelayanan
yang dibutuhkan manusia meliputi layanan fisik yang bersifat pribadi sebagai
manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain sebagai anggota
organisasi.

Wasistiono dalam Mursyidah dkk, (2020:16), mendefinisikan “ pelayanan

ialah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah
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ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran dalam
memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat™ . Selanjutnya Lukman dalam
Mursyidah dkk, (2020:16,) mendefinisikan pelayanan merupakan suatu kegiatan
atau urutan kegiatan yang terjadi melalui interaksi langsung antara seseorang
dengan orang lain ataupun mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan
pelanggan.

Gronroos dalam Mursyidah dkk, (2020:17), mendefinisikan “ pelayanan
ialah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang
terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan yang
disediakan oleh pemberi pelayanan untuk memecahkan permasalahan konsumen
atau pelanggan” .

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas
yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi
pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi, lembaga perusahaan
atau individu.

a. Bentuk-Bentuk Pelayanan
Bentuk-bentuk pelayanan umum dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Layanan secara lisan

Layanan secara lisan dilakukan oleh pegawai yang ada di bidang hubungan
masyarakat, bidang informasi dan bidang lainnya yang mempunyai tugas untuk
memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa saja yang membutuhkan
pelayanan. Agar pelayanan secara lisan dapat berhasil sesuai dengan harapan

maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan, antara
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lain: Memahami masalah-masalah yang terdapat di bidangnya, penjelasan yang
diperlukan secara lancar, benar, singkat dan jelas, bersikap sopan dan ramah, serta
disiplin.
2. Layanan dengan tulisan

Layanan dengan tulisan adalah bentuk layanan yang paling menonjol dalam
pelaksanaan tugas. Tidak hanya secara jumlah tetapi dalam pelayanannya juga.
Layanan dengan tulisan cukup efisien khususnya bagi layanan yang diberikan
jarak jauh dikarenakan faktor biaya. Layanan dengan tulisan dibagi ke dalam dua
bagian yaitu: Layanan yang berupa petunjuk informasi dan sejenisnya yang
ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kepentingan agar lebih mudah dalam
berurusan dengan instansi, layanan yang berupa dokumen tertulis atas

permohonan, keluhan, pemberian, laporan, dan pemberitahuan.

3. Layanan dalam bentuk perbuatan

Layanan dalam bentuk perbuatan biasanya terkombinasi dengan layanan
secara lisan. Hal ini dikarenakan hubungan lisan yang paling banyak dilakukan
dalam hubungan pelayanan namun fokus lebih pada perbuatan yang ditunggu oleh
orang yang berkepentingan. Tujuan utamanya yaitu mendapatkan layanan dalam
bentuk perbuatan atau hasil perbuatan bukan hanya sekedar penjelasan atau

kesanggupan secara lisan.

2.2. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, Pelayanan publik merupakan
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kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan dan undang-undang bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik. Dwiyanto dalam Sellang
(2009:17) mendefinisikan pelayanan publik dalam arti luas yaitu pelayanan publik
ialah pelayanan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
negara.

Dwiyanto Agus (2017:9), mendefisinikan pelayanan publik ialah
“ Serangkaian aktivitas yang dilakukan olesh birokrasi publik atau pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini
adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat
tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin
mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya. Dari
pendapat Dwiyanto Agus (2017:10), menyebutkan bahwa pelayanan publik ialah
pelayanan yang diberikan oleh birokrasi publik atau pemerintah kepada
masyarakat terkait kewajiban seorang warga negara. Kewajiban yang dimaksud
berhubungan dengan individu pemohon jasa sendiri (misal kelengkapan
kependudukan: E-KTP, akta kelahiran, KK) dan dapat juga terkait dengan
kelompok atau organisasi (misalnya izin gangguan).

H.A.S. Moenir (2002:7), menyatakan: “ Pelayanan umum ialah suatu usaha
yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan

bantuan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu” .

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)1/2/23



Rifaldi - Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan...

14

Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2017:10), pelayanan publik diartikan
“ pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetepkan oleh pemerintah dan undang-undang.

Pendapat lain dari Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam mulyawan
(2017:10), Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik
Daerah, dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahmudi dalam Sellang dkk (2019:23), mengemukakan bahwa pelayanan
publik ialah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik atau pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik
dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan oleh birokrasi
pemerintahan kepada warga Negara dalam bentuk jasa maupun barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat
tersebut.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah
pelayanan oleh birokrasi pemerintah kepada warga Negara dalam bentuk jasa
maupun barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan

mensejahterakan masyarakat.
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Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah
instansi pemerintah yang meliputi: Satuan kerja/satuan organisasi kementerian,
Departemen, Lembaga pemerintah non departemen, Kesekretariatan lembaga
tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat dewan (setwan), sekretariat
negara (setneg), dan sebagainya, Badan usaha milik negara (BUMN), Badan
hukum milik negara (BHMN), Badan usaha milik daerah (BUMD), Instansi
pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan.

a. Unsur-Unsur Pelayanan

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang
saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002:8), unsur-
unsur tersebut anatara lain :

1. Sistem, prosedur, dan metode

Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang

mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2. Personil

Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur
pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka
terhadap kritik dari masyarakat atau pengguna layanan.

3. Sarana dan prasarana

Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas
pelayanan lainnya. Misalya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan
lain-lain.

4. Masyarakat sebagai pelanggan
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Dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen
atau bermacam-macam yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi
prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi
pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas
menerapkan sistem antri agar pelayanan dapat berjalan tertib. Unsur yang juga
penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur personil juga memiliki
peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas yang memiliki
kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan tugasnya
dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan
petugas pelayanan yang profesional untuk memberikan kepuasan kepada
pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan ramah dan
sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen baik pendidikanya maupun

perilakunya.

b. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelengaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
publik, yaitu; penyelenggara negara/ pemerintah, penyelenggara perekonomian
dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan
usaha/ badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau
dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan
masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah/ pemerintah
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daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No0.25/2009, bahwa
penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik,dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik. Pada Ayat 6 undang-undang yang sama
disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas,
dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan
orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen,
kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai
penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan
badan hukum.

Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
menyatakan penyelenggara memiliki hak: Memberikan pelayanan tanpa dihambat
pihak lain yang bukan tugasnya, Melakukan kerjasama, Mempunyai anggaran
pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik, Melakukan pembelaan terhadap
pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, Menolak permintaan pelayanan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
penyelenggara berkewajiban: Menyusun dan menetapkan standar pelayanan,
menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan,
menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang
memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas
penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan wuraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara
pelayanan publik adalah setiap instansi penyelenggara negara yang dibentuk
berdasarkan undang-undang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna
mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

c. Prinsip-prinsip pelayanan publik

Pelayanan publik adalah hak dari setiap masyarakat yang pelaksanaannya di
dasarkan pada suatu prinsip yaitu :

1. Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan
yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

2. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat
dengan  mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai
pelayanan yang diinginkan.

3. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan apirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat.
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4. Akutanbilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan publik harus
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan.

5. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan
publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

6. Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara harus
memiliki kompetisi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik
tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

8. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan hak
harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan (Sujardi dalam Mursyidah dkk,
2020:22).

Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Point V A prinsip pelayanan publik, yaitu:

1. Kesederhanaan, pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan, (a) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; (b)
unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik; (c) rincian biaya pelayanan publik

dan tata cara pembayaran.
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Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat
dan sah.

Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum.

Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat  yang ditunjuk Dbertanggungjawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika
(telematika)

Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informatika.

Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas.

Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
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indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,
seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Pasal 34 Undang-Undang No. 25/2009 disebutkan bahwa pelaksana dalam
menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

a. adil dan tidak diskriminatif,

b. cermat,

c. santun dan ramabh,

d. tegas andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut,

e. professional,

f. tidak mempersulit,

g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar,

h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
penyelenggara,

1. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

J. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan,

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
publik,

l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan

masyarakat,
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m. tidak menyalahgunakan informasi jabatan atau kewenangan yang
dimiliki,

n. sesuai dengan kepantasan, dan

o. tidak menyimpang dari prosedur.

Prinsip pelayanan publik tersebut digunakan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan digunakan
sebagai indikator penilaian dalam mengukur kualitas pelayanan yang sudah
diberikan kepada masyarakat. Adanya suatu prinsip dalam pemberian pelayanan
maka diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan serta menerima proses yang memberikan kepuasaan dan pastinya tidak
mempersulit masyarakat sebagai pengguna pelayanan karena dalam hal ini
pelayanan yang berupa jasa kualitasnya dilihat dari elemen struktur maupun

proses.

d. Asas-Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat.
Selain itu, untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, karena
itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayayanan.
Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia
pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik
harus memperhatikan asas pelayanan publik. Mahmudi dalam Sellang dkk,

(2019:24) yaitu :
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Transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka,
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas, yaitu pelayanan publik harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kondisional, yaitu pemberiayan pelayan publik harus sesuai dengan
kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tidak diskriminatif (kesamaan hak), yaitu pemberian pelayanan publik
tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku,
ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing

pihak.

Asas pelayanan publik yang wajib untuk dipenuhi dalam proses pelayanan

publik yaitu harus memiliki prinsip pelayanan dan asas transparansi, kondisional,

akuntabilitas, partisipatif, hak, keamanan, keseimbangan hak dan kewajiban. Asas

pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Hakikat pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
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yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi
masyarakat, oleh karena itu asas-asas untuk mengembangkan kinerja aparatur
pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga pokok pelayanan publik yakni:
unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanan serta sumber
daya manusia pemberi layanan.

e. Standar Pelayanan Publik

Menurut Dwiyanto dalam Selling (2019:28), bahwa penetapan standar
pelayanan menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan sistem
pelayanan publik di Negara Kesatuan. Standar pelayanan dapat mengatur aspek
input, proses, dan output pelayanan. Standarisasi untuk input pelayanan sangat
penting mengingat kuantitas dan kualitas dari input pelayanan yang berbeda
antara daerah menyebabkan sering terjadinya ketimpangan akses terhadap
pelayanan yang berkualitas.

Selanjutnya Dwiyanto dalam Selling (2019:28), mengemukakan bahwa
standar proses pelayanan penting untuk diatur, namun pengaturannya harus
dilakukan secara hati-hati sehingga standar proses pelayanan tidak mencegah
ataupun membatasi kreativitas lokal dalam menyelenggarakan layanan publik.
Proses penyelenggaraan layanan harus memenuhi prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik. Standar proses perlu untuk dirumuskan agar menjamin
pelayanan publik di daerah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan
yang transparan, non-partisan, efisien, dan akuntabel. Standar transparansi,
misalnya; mengatur kewajiban penyelenggara layanan untuk menyediakan

informasi dan menjelaskan kepada warga pengguna layanan mengenai
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persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan
pelayanan, termasuk yang harus ada dalam standar transparansi adalah keharusan
bagi penyelenggara untuk memberitahukan hak-hak warga pengguna untuk
mengadu dan memprotes ketika mereka merasa diperlakukan secara tidak wajar
oleh penyelenggara layanan. Standar juga harus mengatur secara proporsional hak
dan kewajiban antara penyelenggara dan pengguna layanan.

Penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, untuk
menjamin adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam
proses pengajuan permohonan, dan juga sebagai alat control masyarakat atau
penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai
dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, dan juga
memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan
penyusunannya melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya untuk
mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen dalam
meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, standar

pelayanan publik meliputi: Prosedur pelayana, Waktu penyelesaian, Biaya
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pelayanan, Produk pelayanan, Sarana dan prasarana, Kompetensi petugas
pelayanan.

Untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, ditambahkan materi
muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang No. 25/2009 Pasal 4
tentang pelayanan publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi materi
muatan standar pelayanan publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:
Dasar Hukum, Persyaratan, Prosedur pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya
pelayanan, Produk pelayanan, Sarana dan prasarana, Kompetensi petugas
pelayanan, Pengawasan intern, Pengawasan extern, Penanganan pengaduan, saran
dan masukan, Jaminan pelayanan.

Penyusunan standar pelayanan publik harus disusun dengan baik dan tidak
rumit, untuk itu harus mempertimbangkan aspek; kemampuan, kelembagaan dan
aparat penyelenggara pelayanan, serta potensi daerah dan karakteristik sosial
budaya masyarakat setempat, serta mudah dimengerti dan diterima oleh
masyarakat. sehingga standar pelayanan publik yang ditetapkan dapat
dilaksanakan dengan baik, terutama oleh para pelaksana operasional pelayanan
yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

f. Faktor pendukung pelayanan publik

Pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang
diharapkan apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat
difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Menurut Moenir dalam Sellang (2019:29), mengemukakan bahwa terdapat

beberapa faktor pendudung dalam pelayanan umum, yaitu :
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1. Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam
pelayanan umum.

2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Faktor organisasi
yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya
mekanisme kegiatan pelayanan.

3. Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

4. faktor keterampilan petugas.

5. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

Kelima faktor di atas masing-masing mempunyai peranan yang berbeda
tetapi saling memengaruhi dan berkaitan dalam mewujudkan pelaksanaan
pelayanan secara optimal baik berupa pelayan verbal, pelayanan tulisan atau
pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa tulisan.

g. Faktor penghambat pelayanan publik

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang

antara lain disebabkan oleh :
1. Struktur Organisasi

Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian
tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan
sesuatu tugas. Dalam konsep yang lain dikatakan bahwa struktur organisasi juga
dapat diartikan sebagai suatu hubungan karaktaristik- karaktaristik, norma-norma
dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki

dalam menjalankan kebijaksanaan.
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Struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu: kompleksitas,
formalisasi dan sentralisasi. kompleksitas berarti dalam struktur organisasi
mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di
dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam
organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.
Dalam struktur organisasi formalisasi memuat tentang tata cara atau prosedur
bagaimana suatu kegiatan itu dilaksanakan (standard operating prosedures), apa
yang boleh dan tidak dapat dilakukan. Dalam struktur organisasi sentralisasi
memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah disentralisasi atau
didesentralisasi. berdasarkan pengertian dan  fungsi  struktur  organisasi
tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang
sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga struktur organisasi juga sangat
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Apabila komponen-komponen struktur organisasi yang mendukung disusun
dengan baik antara pembagian kerja atau spesialisasi disusun sesuai dengan
kebutuhan, dapat saling menunjang, jelas wewenang tugas dan tanggung
jawabnya, tidak tumpang tindih, sebaran dan tingkatan dalam organisasi
memungkinkan dilakukannya pengawasan yang efektif, struktur organisasi
desentralisasi memungkinkan untuk diadakannya penyesesuaian atau fleksibel,
letak pengambilan keputusan disusun dengan mempertimbangkan untuk rugi dari
sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang berlebihan dapat

menimbulkan ketidakluwesan dan mengurangi semangat pelaksana dalam
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melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan desentralisasi yang berlebihan dapat
menyulitkan dan mempengaruhi kegiatan pengawasan dan koordinasi.

Dalam pengendalian pelayanan perlu prosedur yang runtutan, tara lain:
penentuan ukuran, identifikasi, pemeliharaan catatan untuk inspeksi dan
peralatan wuji, penilaian, penjaminan oleh karena itu hal ini akan berpengaruh
positif terhadap pencapaian kualitas pelayanan. Namun apabila struktur organisasi
tidak disusun dengan baik maka dapat menghambat kualitas pelayanan publik
yang baik. Berkaitan dengan struktur organisasi dapat disimpulkan beberapa
indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas
pelayanan publik ini yaitu: Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi, Kejelasan
pelaksanaan tugas antar instansi, Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Kemampuan Aparat

Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada
kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri.
Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang
memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari presiden republik
indonesia. Dengan kata lain aparatur negara adalah para pelaksana kegiatan dan
proses penyelenggaraan pemerintahan negara, baik yang bekerja di dalam tiga
badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai tni dan
pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan peraturan
pemerintah.

Aparatur pemerintah, dituntut untuk mempunyai kemampuan baik berupa

pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku yang baik dan memadai,
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sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan di era ini. Berkaitan dengan
kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting
dalam keikutsertaan untuk menentukan kualitas pelayanan publik tersebut.

Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai
berukut : Tingkat pendidikan aparat, Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai
jadwal, Kemampuan melakukan kerja sama, Kemampuan menyesuaikan diri
terhadap perubahan yang dialami organisasi, Kemampuan dalam menyusun
rencana kegiatan, Kecepatan dalam melaksanakan tugas, Tingkat kreativitas
mencari tata kerja yang terbaik, Tingkat kemampuan dalam memberikan
pertanggungjawaban kepada atasan, Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan
yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

3. Sistem Pelayanan

Sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut
skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam
suatu usaha atau bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang
kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-
bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh. Kaitannya
dengan sistem pelayanan yang perlu diperhatikan apakah ada pedoman
pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur,
buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing
unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu

sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dl b Kk ) L . . .
ilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)1/2/23



Rifaldi - Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan...

31

Sistem Pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan
yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan
terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan palayanan itu sendiri. dalam
hal ini apabila salah satu unsur pelayanan sepertinggi mahalnya biaya, kualitasnya
rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di
suatu tempat. Beberapa indikator sistem pelayanan yang menjadi  faktor
menentukan dalam pengukuran kualitas pelayanan publik, yaitu:

(1) kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat
pelayanan,

(2) kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan,

(3) perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

4. Tujuan pelayanan publik

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani
masyarakat dengan baik dalam membantu urusan yang terkait dengan administrasi
kepemerintahan atas kebutuhan barang atau jasa publik. Pelayanan publik yang
baik, menjadi harapan penting bagi masyarakat, seperti sikap aparatur yang
memberikan contoh pelayanan, jenis pelayanan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta perilaku aparaturnya. Adapun tujuan
pelayanan publik yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang menerima
pelayanan. Jika pelayanannya baik maka masyarakat akan merasa puas dan
nyaman atas pelayanan yang diberikan namun sebaliknya jika pelayanan tidak

baik maka masyarakat akan memberikan nilai yang tidak baik juga terhadap
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pelayanan yang diterimanya dan kepuasan masyarakat akan menjadi cerminan
baik atau buruknya suatu pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tujuan

pelayanan publik antara lain:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik .

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koporasi yang baik.

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3 Kualitas Pelayanan Publik

Hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik
yaitu kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik tidak lepas dari
persepsi. Beberapa ahli mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai berikut :

Menurut pandangan Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto, 2016:47)
kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu
sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi dan pelanggan. Sistem
pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang
baik pula, dimana suatu sistem yang baik memiliki dan menerapkan prosedur

pelayanan yang jelas dan pasti serta mekanisme kontrol baik sehingga segala
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bentuk penyimpangan yang terjadi secara mudah dapat diketahui. Selanjutnya
Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto, 2016 :49) mengemukakan bahwa kualitas
pelayanan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan,
sumber daya manusia pemberian pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers).

Menurut Goetsch & Davis dalam Mursyidah dkk, (2020:33), Goetsch &
Davis menyatakan bahwa * kualitas pelayanan ialah sesuatu yang berhubungan
dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan yang mana pelayanan
dikatakan berkualitas jika dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai
dengan kebutuhan dan harapan pelanggan” . Selanjutnya Goetsch dan Davis
(dalam Nurdin, 2019:15) mendefiniskan kualitas secara lebih luas cakupannya :
“ Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” .

Hardiyansyah, (2018:33) “ Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, di
mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa
(pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan” . Sinambela dkk.
dalam Hardiyansyah, (2018:49). “ kualitas ialah segala sesuatu yang mampu
memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of
customers).”

Trigono dalam Mursyidah dkk, (2020:33), menyatakan bahwa * pelayanan
yang baik yaitu melayani setiap saat, tepat dan memuaskan, sopan, ramah dan
membantu serta professional” . Kualitas adalah standar yang harus dicapai yang

terkait dengan kualitas sumber daya manusia, cara kerja ataupun produk yang
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dihasilkan. Dikatakan berkualitas artinya mampu memberikan kepuasan terhadap
pelanggan baik internal maupun eksternal dalam arti optimal atas
tuntutan/perysaratan pelanggan masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat
dicapai karena para penyedian layanan tidak selalu memahami bagaimana cara
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Kesulitan ini timbul karena
penyedia layanan tidak kompeten atau tidak terlatih. Namun kualitas pelayanan
tentu tidak hanya ditentukan oleh faktor sumber daya manusia saja namun
terdapat factor lain yang juga turut menentukan tingkatan kualitas pelayanan.
Menurut Zeithaml et. al. (dalam Mulyawan, 2016:51) :

“Harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan sangat dihubungi oleh
informasi yang diperolehnya dari mulut ke mulut, kebutuhan-kebutuhan
konsumen itu sendiri, pengalaman masa lalu dalam mengkonsumsi suatu produk,
hingga pada komunikasi eksternal melalui iklan dan sebagainya” .

Kualitas pelayanan menurut Evans dan Lindsay dalam LAN edisi revisi
(2009:20), dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu, Jika kualitas pelaynan dilihat
dari sudut pandang konsumen, maka kualitas pelayanan selalu dihubungkan
dengan sesuatu yang baik/prima (excellent). Tetapi jika kualitas pelayanan
dipandang dari aspek ” product based” , maka kualitas pelayanan dapat
didefinisikan sebagi suatu fungsi yang spesifik, dengan variabel pengukuran yang
berbeda-beda dalam memberikan penilaian kualitas sesuai dengan karakteristik
produk yang bersangkutan. Namun jika kualitas pelayanan dilihat dari sudut

“user based” , maka kualitas pelayanan adalah sesuatu yang diinginkan oleh
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pelanggan atau tingkat kesesuaian dengan keinginan pelanggan. Sedangkan, jika
dilihat dari “ value based” , maka kualitas pelayanan merupakan keterkaitan
antara kegunaan atau kepuasan dengan harga.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah
tindakan dan kemampuan karyawan dalam suatu instansi pemerintahan yang
dilakukan dengan penuh komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik
dan bermutu kepada masyarakat, sesama karyawan maupun pimpinan.

Kualitas pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan
dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan
pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak
penyelenggara atau penyedia layanan, akan tetapi berdasarkan persepsi
masyarakat/penerima layanan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan
pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang dapat memberikan penilaian
yang tepat dan menentukan kualitas pelayanan. Apabila pelayanan yang diterima
atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui
harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang
ideal, namun jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan,
maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya
kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam
memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten.

Pelayanan yang baik hanya akan diwujudkan apabila didalam organisasi

pelayanan terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan warga
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negara khususnya pengguna jasa pelayanan dan sumber daya manusia yang
berorientasi pada kepentingan warga negara. Fokus pada kepentingan warga
negara merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap unit pelayanan,
dikarenakan keberadaan unit pelayanan publik bergantung pada ada tidaknya
warga negara yang membutuhkan jasa pelayanan publik. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sudah menjadi tuntutan bagi
pemerintah, terlebih lagi saat ini pelayanan publik tidak hanya harus mampu
berkompetisi dengan swasta, akan tetapi pelayanan publik juga harus mampu
bersaing di tingkat Internasional. Kualitas pelayanan ini merupakan suatu hal
yang sangat penting bagi organisasi penyedia pelayanan.

Jika kita berbicara tentang kualitas pelayanan maka yang menjadi fokus
pembicaraan adalah tentang kepuasan para penerima layanan. Kepuasan para
penerima layanan hanya bisa dicapai melalui suatu pelayanan yang berkualitas.
Istilah “ kualitas” menurut Tjiptonon (dalam Mulyawan, 2016:48) mengandung
kriteria yang meliputi :

1. Kesesuaian dengan persyaratan;

2. Kecocokan untuk pemakaian;

3. Perbaikan berkelanjutan;

4. Bebas dari kerusakan/cacat;

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat;

6. Melakukan segala sesuatu secara benar; dan

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Ketujuh kriteria tersebut

jelas tertuju pada upaya pemenuhan harapan para penerima layanan. Setiap
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penerima layanan jelas menghendaki kepuasan dari produk layanan yang
diterimanya.

Ketujuh kriteria di atas jelas tertuju pada upaya pemenuhan harapan para
penerima layanan. Setiap penerima layanan jelas menghendaki kepuasan dari
produk layanan yang diterimanya.

Kepuasan para penerima layanan ini merujuk pada ciri-ciri atau atribut
pelayanan seperti yang dikatakan oleh Tjiptono dalam Mulyawan (2016 : 49)
berikut:

a. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu
proses.

b. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan.

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.

e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi,
ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-
lain.

f. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC,

kebersihan, dan lain-lain.

2.4 Kualitas Pelayanan Metode Zeithami

SERVQUAL merupakan suatu metode yang diturunkan secara empiris yang

dapat digunakan oleh organisasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas
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pelayanan. Metode ini meliputi pengembangan pemahaman mengenai kebutuhan
layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Diukur melalui persepsi kualitas layanan
bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan terhadap sebuah
organisasi yang “ sangat baik.” Analisis kesenjangan yang dihasilkan kemudian
dapat digunakan sebagai panduan untuk peningkatan kualitas layanan.

Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2018:57), menjelasakan terdapat

sepuluh dimensi yang digunakan sebagai ukuran kualitas pelayanan, yaitu :

a. Tangibles (berwujud fisik), terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil
dan komunikasi.

b. Reliability (kehandalan), terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

c. Responsiveness (ketanggapan), merupakan kemauan untuk membantu
konsumen atau pelanggan, bertanggungjawab terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan.

d. Competence (kompeten), terdiri atas tuntutan yang dimiliki, pengetahuan
dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memebrikan pelayanan.

e. Courtesy (ramah), merupakan sikap atau perilaku yang ramah, bersahabat,
tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen serta mau
melakukan kontak.

f. Credibility (dapat dipercaya), merupakan sikap jujur dalam setiap upaya
untuk menarik kepercayaan masyarakat.

g. Security (rasa aman), merupakan jasa pelayanan yang diberikan harus

bebas dari berbagai bahaya atau resiko.
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h. Access (akses), terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan

pendekatan.

i. Communication (komunikasi), merupakan kemauan pemberi pelayanan

untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan.

j. Understanding the customer (memahami pelanggan), merupakan segala

usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Kemudian Zeithaml menyederhanakan sepuluh dimensi kualitas pelayanan
tersebut menjadi lima dimensi, dan kemudian disebut dengan SERVQUAL
(kualitas pelayanan) sebagai berikut (Hardiyansyah, 2018:57): Tangibel
(Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance
(Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-masing dimensi memiliki indikator-
indikator sebagai berikut:

a. Tangibles (berwujud), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan

sarana komunikasi. Terdiri atas indikator:

1. Penampilan petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan

2. Kenyamanan tempat untuk melakukan pelayanan

3. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan

4. Kemudahan proses dan akses layanan

5. Pengunaan alat bantu dalam pelayanan

b. Reliability (kehandalan), merupakan kemampuan untuk memberikan

pelayanan yang dijanjikan tepat waktu dan memuaskan. Terdiri atas

indikator:
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1. Kecermatan petugas dalam melayani masyarakat
2. Memiliki standar pelayanan yang jelas
3. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam
proses pelayanan
4. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan
c. Responsiveness (respon/ketanggapan), merupakan kemampuan para staf
untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.
Terdiri atas indikator:
1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan
2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas
d. Assurance (jaminan), mencakup kemampuan, kesopanan, bebas dari
resiko dan keraguan. Terdiri atas indikator:
1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
3. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan

4. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan
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e. Emphaty (empati), mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik serta memahami kebutuhan para pelanggan.
Terdiri atas indikator:

1. Mendahulukan kepentingan pemohon/masyarakat

2. Petugas melayani dengan sikap ramah

3. Petugas melayani dengan sikap sopan santun

4. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda bedakan)

5. Petugas melayani dan menghargai setiap masyarakat

2.5 Konsep Kualitas Pelayanan

Konsep kualitas pelayanan pada dasarnya memberikan persepsi secara
konkrit mengenai kualitas suatu layanan. Konsep kualitas layanan ini merupakan
suatu revolusi secara menyeluruh, atau lebih permanen dalam mengubah cara
pandang manusia dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang
berkaitan dengan proses dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi
harapan, keinginan dan kebutuhan. Konsep kualitas layanan pada dasarnya adalah
suatu standar kualitas yang harus dipahami di dalam memberikan pelayanan yang
sebenarnya tentang pemasaran dengan kualitas layanan.

Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atau sesuatu yang mengada-ada,
tetapi harus disesuaikan dengan suatu standar yang layak, seperti standar ISO
(International Standardization Organization), sehingga dianggap sebagai suatu
kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian, memiliki keselarasan dengan
spesifikasi, kebebasan dengan segala kekurangannya, membentuk kepuasan
pelanggan, memiliki kredibilitas yang tinggi dan merupakan kebanggaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)1/2/23



Rifaldi - Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan...

42

Tinjauan mengenai konsep kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh
berapa besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan
pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan
yang harus diterima.

Menurut Parasuraman (2001:162) bahwa “ Konsep kualitas layanan yang
diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan
tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan”.
Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi
komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu dan
komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang
diharapkan (Ep =Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception)
yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. Yang akan memenuhi konsep
kualitas yang terjaga dan jadi lebih baik.

Konsep kualitas pelayanan dari harapan yang diharapkan seperti
dikemukakan di atas, ditentukan oleh empat faktor, yang saling terkait dalam
memberikan suatu persepsi yang jelas dari harapan pelanggan dalam mendapatkan
pelayanan. Pengertian kualitas menurut Tjiptono (2005:2) terdiri dari beberapa
poin diantaranya:

1. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication),

faktor ini sangat menentukan dalam pembentukan harapan pelanggan
atas suatu jasa/pelayanan. Pemilithan untuk mengkonsumsi suatu

jasa/pelayanan yang bermutu dalam banyak kasus dipengaruhi oleh
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informasi dari mulut ke mulut yang diperoleh dari pelanggan yang
telah mengkonsumsi jasa tersebut sebelumnya.

2. Kebutuhan pribadi (personal need), yaitu harapan pelanggan
bervariasi tergantung pada karakteristik dan keadaan individu yang
memengaruhi kebutuhan pribadinya.

3. Pengalaman masa lalu (past experience), yaitu pengalaman pelanggan
merasakan suatu pelayanan jasa tertentu di masa lalu memengaruhi
tingkat harapannya untuk memperoleh pelayanan jasa yang sama di
masa kini dan yang akan datang.

4. Komunikasi eksternal (company’ s external communication) yaitu
komunikasi eksternal yang digunakan oleh organisasi jasa sebagai
pemberi pelayanan melalui berbagai bentuk upaya promosi juga
memegang peranan dalam pembentukan harapan pelanggan. Dan
memudahkan berkumunikasi dengan seksama pengguna yang telah
memegang kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra
perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara
internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada
para pemimpin pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan dan sesuai
dengan yang telah di setujui dalam peraturan pemerintahan dengan system yang
telah dibuat atau ditentukan.

Menurut Pasalong (2010:128), “ kualitas pelayanan pada dasarnya

didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik
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secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat
dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi
dan pemenuhan kebutuhan”.

Kata Kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai
dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari
kualitas biasanya menggambarkan karakteristik produk seperti : kinerja
(performance), keandalan (reability), mudah dalam penggunaan (easy of use),
estetika (esthetics), dan sebagainya.

Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah
segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan
(meeting the needs of customers). Dalam Sinambela (2010:6), “secara teoritis
tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat”. Untuk
mencapai kepuasan itu dituntut lebih mementingkan segala keperluan dan kualitas
pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparan

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pithak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

2. Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional
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Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas

2.6 E-KTP Atau Elektronik Kartu Tanda Penduduk

Menurut UU no 24 tahun 2013, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau
yang disingkat menjadi KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi
dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Setiap penduduk
Indonesia wajib KTP harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan
format KTP Nasional denga sistem pengamanan khusus sebagaimana dimaksud
dalam peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis
NIK secara Nasional. Penerapan KTP elektronik dilatarbelakangi oleh sistem
pembuatan KTP Konvensional yang memungkinkan seseorang dapat memilikim
KTP ganda . Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional
tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang
bersifat tunggal dan mempermudah mendapatkan pelayanan dari lembaga
Pemerintah maupun swasta. Menurut peraturan Presiden RI No. 67 tahun 2011
sebagai perubahan terhadap peraturan Presiden No. 26 tahun 2009 tentang
penerapan KTP berbasis NIK, dinyatakan bahwa: KTP berbasis NIK yang
selanjudnya disebut KTP elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan

format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai
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identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Setiap penduduk hanya
diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai
bukti pelayanan publik pada instansi Pemerintah dan lembaga swasta. Oleh karena
itu, Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta
wajib memberikan pelayanan kepada penduduk atas dasar E-KTP dengan tidak
mempertimbangkan tempat penerbitannya.

a. Fungsi dan Kegunaan KTP Elektronik
1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk

pengurusan izin dan lain-lain.

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data
penduduk untuk mendukung program pembangunan.

b. Prosedur penerapan KTP Elektronik Sesuai dengan prosedur standar operasi
penerapan E-KTP secara masal Tahun 2011/2012. Secara garis besar
sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang berkedudukan dipropinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan yang dilengkapi dengan susunan tim
pokja dan uraian tugas.

2. Sosialisasi dengan sasaran instansi terkait untuk peningkatan pelayanan
publik kepada penduduk dan untuk memberi pemahaman sebagai wajib
KTP.

3. Penyiapan tenaga teknis pelayanan yang terdiri dari:
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a. Operator yang bertugas dalam proses pelayanan perekaman data
penduduk dan proses pelayanan pemgambilan E-KTP.
b. Tenaga pendukung pelayanan yang bertugas dalam proses pelayanan
perekaman data dan pengambilan E-KTP.
c. Petugas supervisi teknis yang melakukan koordinasi dengan pokja
ditempat pelayanan dan instansi teknis.
4. Penyiapan fasilitas dan tempat pelayanan.
5. Pendistribusian perangkat E-KTP di tempat pelayanan di dinas
kependudukan catatan sipil kabupaten/kota dan di kecamatan.
6. Pemasangan perangkat jaringan komunikasi data.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi operator dan selalu dibimbing oleh
tenaga pendampingan teknis.
8.  Mobilisasi penduduk wajib E-KTP untuk mendatangi tempat pelayanan

sesuai jadwal.

2.7 Penelitain Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan acuan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Ema Waliuli pada tahun (2011) yang meneliti tentang Kualitas
Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Teluk Ambon.

Objek pada penelitian sebelumnya adalah Kantor Camat Teluk Ambon, Provinsi
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Maluku. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa kualitas pelayanan
publik di kantor kecamatan teluk ambon belum dapat memuaskan masyarakat.

Koko Mulyanto dkk (2017) yang meneliti tentang analisis pelayanan
administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi. Objek penelitian sebelumnya adalah Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. kesimpulan dari penelitian tersebut adalah
pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik dalam hal persyaratan, prosedur dan
biaya/tariff sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan
Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.
Adapun yang menjadi kendalanya adalah jangka waktu, produk pelayanan, dan
penangan pengaduan.
Riska Wirawan (2013) yang menenliti tentang Kualitas Pelayanan Di Kantor
Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Objek penelitian sebelumnya adalah
kantor Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Kesimpulan dari penelitian
tersebut ialah kualitas pelayanan umum di Kantor Kecamatan Bener Kabupaten
Purworejo dinilai cukup baik, dan secara umum penyelenggaraan pelayanan sudah
berjalan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  aturan
penyelenggaraan pelayanan yang ditentukan oleh Kantor Kecamatan Bener
Kabupaten Purworejo namun meskipun dalam kenyataannya masih ada faktor
penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan.

Sriwinarni (2021) yang menenliti tentang Kualitas Pelayanan Publik di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Objek penelitian
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sebelumnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut Kualitas pelayanan umum di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru melalui 5 indikator
pengukur kualitas pelayan publik yakni, tangible, reliability, responsiveness,
assurance, empahaty secara umum penyelenggaraan pelayanan sudah berjalan
dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan
standar pelayanan yang telah di tetapkan.

Yayat Rukayat (2017) yang meneliti tentang Kualitas Pelayanan Publik
Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. Objek penelitian
sebelumnya adalah Kantor Camat Pasirjambu. Adapun kesimpulan dari penelitian
tersebut secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, Kantor Kecamatan
Pasirjambu belum dapat memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masih sedikitnya kursi diruang
tunggu, belum adanya meja untuk menulis di ruang tunggu, sarana informasi yang
belum tersedia. Fasilitas seperti genset yang masih kurang dioptimalkan sehingga
ketika listrik mati maka proses pelayanan pun juga akan berhenti total yang

artinya masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Nama, Judul , Metodologi Hasil Penelitian Persamaan dan
Tahun Perbedaan

1. | Ema Waliuli pada | Kualitatif bahwa kualitas Sama-sama
tahun (2011) pelayanan publik | Meneliti Kualitas
Kualitas di kantor Pelayanan,
Pelayanan Publik kecamatan teluk Perbedaan belum
Bidang ambon belum bisa memuaskan
Pemerintahan Di dapat memuaskan | masyarakat
Kantor Kecamatan masyarakat.
Teluk Ambon.
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Koko Mulyanto Kualitatif yang menjadi Sama-sama
dkk (2017) kendalanya adalah | meneliti kualitas
analisis pelayanan jangka waktu, pelayanan,
administrasi produk pelayanan, | perbedaan nya
kependudukan dan penangan masalah jangka
pada Dinas pengaduan. waktu
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kabupaten
Dairi.
Riska Wirawan Kualitatif masih ada faktor Sama-sama
(2013) yang penghambat yang | meneliti kualitas
menenliti tentang mempengaruhi pelayanan,
Kualitas kualitas Perbedaan di ada
Pelayanan Di pelayanan. beberapa factor
Kantor Kecamatan menjadi
Bener Kabupaten penghambat
Purworejo.
Yayat Rukayat Kualitatif Masih ada Sama-sama
(2017) yang beberapa factor meneliti kualitas
Meneliti tentang yang pelayanan,
Kualitas mempengaruhi Perbedaan di ada
Pelayanan E-ktp di kualitas pelayanan | beberapa factor
Kantor Dukcapil menjadi
Kabupaten Gayo penghambat
Lues
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2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh
warga pengguna maupun masyarakat secara luas, karena itu pelayanan publik
dapat didefinisikan sebagai serangkaian akivitas yang dilakukan oleh birokrasi
publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pelayanan yang baik hanya
akan diwujudkan apabila didalam organisasi pelayanan terdapat sistem pelayanan
yang mengutamakan kepentingan warga negara khususnya pengguna jasa
pelayanan dan sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan warga
negara.

Fokus pada kepentingan warga negara merupakan hal yang mutlak
dilakukan oleh setiap unit pelayanan, dikarenakan keberadaan unit pelayanan
publik bergantung pada ada tidaknya warga negara yang membutuhkan jasa
pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas sudah menjadi tuntutan bagi pemerintah Terlebih saat ini, pelayanan
publik tidak hanya harus mampu berkompetisi dengan swasta, namun juga
pelayanan publik juga harus mampu bersaing di tingkat Internasional. Kualitas
pelayanan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi organisasi penyedia
pelayanan.

Ada beberapa yang menjadi kendala dalam membuat E-KTP yaitu sarana
dan prasana yang belum memadai seperti blanko dan jaringan yang terkadang
lambat sehingga menjadi penghambat E-KTP menjadi lambat selesai tidak sesuai
dengan yang diinginkan, pegawai di Kantor Dinas tersebut sudah sesuai dengan

tupoksi dan memiliki keahlian.
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Tabel 2.2 Teori Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutacane

A 4
1. Tangible (bukti fisik)
2. Reliability (keandalan)
3. Responsiveness (daya

tanggap)
4. Assurance (jaminan)
5. Emphaty (empati)
Zeithaml dkk dalam
Hardiyansyah (2018:57)

Bagaimana kualitas pelayanan publilg Faktor-faktor apa saja yang menjadi
E-KTP di dinas Kependudukan dan hambatan dalam pelayanan publik E-
Pencatatatn Sipil (Disdukcapil) KTP di Dinas Kependudukan dan
Kutacane. Pencatatan Sipil (Disdukcapi)
Kutacane
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Tenggara. Yang beralamat di JI. Ahmad Yani, Kutacane,
Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24653di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta
keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data
penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian yaitu
kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan
statistika. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural
setting) yang disebut juga sebagai metode etnographi. Karena pada awalnya
metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya
yang disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan
analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011).

Menurut Bogman dan Taylor dalam Moleong (1990), metode penelitian
kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
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Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik/utuh.
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan
bukan berupa data angka, karena data yang ditulis dalam penelitian ini berupa
hasil wawancawa mengenai pelayanan umum di dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara yang berasal dari narasumber
langsung, data hasil observasi dilapangan, dokumen mengenai pelayanan umum
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara,
serta catatan peneliti dan dokumen resmi lainnya yang mendukung..

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari
hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2010:172) informan penelitian
meliputi beberapa macam, yaitu:

1) informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui dan memiliki
berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,

2) informan utama merupakan orang yang terlibat langsung dalam
interaksi sosial yang diteliti,

3) informan tambahan merupakan orang-orang yang dapat memberikan
informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian adalah para
pegawai yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan E-Ktp di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kutacane dan beberapa orang luar

sebagai penerima layanan yaitu diantaranya :

1. Informasi Kunci : Julkarnain, SE selaku Kepala Dukcapil Kutacane
2. Informasi Utama : Ikshannudin, ST Selaku Kasubag perencanaan
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3. Informasi Tambahan : a). Nazaruddin selaku Kepala Desa

b). Khaerani Putri Selaku Masyarakat
3.4. Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah
kata— kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, arsip-
arsip, buku, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber
aslinya (data itu diproleh tanpa ada perantara dari sumbernya), yaitu data yang
diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun data yang diperoleh
berupa opini subjek individual, kelompok atau hasil observasi terhadap suatu
keadaan serta kejadian juga problem yang ada dalam pelayanan E-KTP di Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues.

b. Data Skunder
Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung dari sumber aslinya (data/informasi yang didapatkan melalui pihak
ketiga), seperti data yang diperoleh dari lembanga atau institusi yang ada dan atau
ada kaitannya dengan pelayanan E-KTP berupa catatan atau laporan harian yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumen) baik yang dapat dipublikasikan

maupun yang tidak dapat dipublikasikan.
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian
ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang
ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data yang ada di
lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif,
pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber
data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi
berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth
interview), dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam
Hardani dkk (2020:122), menyatakan bahwa: the fundamental methods relied on
by qualitative researchers for gathering information are, participation in the
setting, direct observation, in-depth interviewing, document review.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu antara lain :
a. Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi,
yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data
(informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak
langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung, wawancara
dilakukan dengan cara “ face to face” artinya peneliti berhadapan langsung
dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan
fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

Nazir dalam Hardani dkk (2020:138), berpendapat bahwa wawancara

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
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tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara).

b. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara
melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung.
Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan
sebenarnya. Riyanto dalam Hardani dkk (2020:125), menyatakan bahwa observasi
merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap
obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung. Adapun data yang di ambil dalam observasi adalah data-data seperti
perilaku pegawai saat melayani, proses pelayanan pegawai terhadap masyarakat,
pimpinan yang memberikan arahan, pegawai disdukcapil yang sedang rapat.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta
yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan
harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta vidio dokumentasi kegiatan.
Sugiyono dalam Hardani dkk (2020:150), dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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Adapun data yang dikumpulkan melalui dokumentasi adalah dokumen resmi yang
berisi catatan formal seperti :

1. Laporan pelayanan E-KTP

2. Jumlah penduduk Kab. Aceh Tenggara per tahun 2021

3. SOP penyelenggaraan E-KTP

4. Data perekaman E-KTP Aceh Tenggara per tahun2021

5. Data percetakan E-KTP Aceh Tenggara per tahun 2021

Data pegawai Disdukcapil kab. Aceh Tenggara per tahun 2021

3.6. Definisi Konsep dan Operasional

3.6.1 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang
karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori
yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai
berikut:

a. Menurut KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).

b. Pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan
antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan
berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

c. Pelayanan publik adalah pelayanan oleh birokrasi pemerintahan kepada

warga Negara dalam bentuk jasa maupun barang untuk memenuhi
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kebutuhan masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat
tersebut.

d. Kualitas pelayanan adalah tindakan dan kemampuan karyawan dalam
suatu instansi pemerintahan yang dilakukan dengan penuh komitmen
untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada
masyarakat, sesama karyawan maupun pimpinan.

e. E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah Kartu Tanda
Penduduk yang berbasis elektronik yang di desain dengan metode

Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006.

3.6.2. Definisi Operasional
Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus

dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi sesuatu yang
mempunyai nilai. Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2018:57).
a. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai,
dan sarana komunikasi
b. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
c. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu
para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap
d. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko

atau keraguraguan.
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e. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Hardani dkk (2020:163), analisis kualitatif,
data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu
mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat,
wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan,
tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke
dalam teks yang diperluas.

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan secara deskriftif kualitatif,
sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang
permasalahan yang telah diangkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data
Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Analisis menurut Miles dan
Huberman dalam Hardani dkk (2020:163), dibagi dalam tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (data reduction),

penyajian data (data display), dan penarikan simpulan.

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Reduksi Data
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Kesimpulan
Penarikan/Verifikasi

Gambar 3.1 Model analisis interaktif Miles, Huberman aa

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan
pengumpulan data merupakan proses sirklus dan interaktif. Dengan sendirinya
peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara tiga sumbu
kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara penyajian,
dan penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian.

Dengan begitu, analisa ini merupakan sebuah proses yang berulang dan
berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan ketiganya
berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan
ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses:

a. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian
data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman dalam Hardani dkk (2020:167),
sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemunginan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

b. Verifikasi dan penarikan kesimpulan
Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Tahap akhir proses pengumpulan data
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara yang mengacau
pada teori Zeithaml dengan indikator sebagai berikut :

a. Kualitas pelayanan publik E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Tenggara
1. Tangible

Penyelenggaraan pelayanan publik E-KTP di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sudah berjalan namun masih

kurang maksimal.

2. Realibility

Pelayanan publik E-KTP sudah dilaksanakan sebagaimana SOP yang

berlaku dan pegawai cukup tanggap dalam melayani masyarakat namun

dalam penempatan tugasnya, pegawai belum ditempatkan sesuai dengan
kompetensi dan background pendidikannya masing-masing.
3. Responsivennes

Pelayanan E-KTP sudah cukup baik dan tepat waktu, namun kadang-kadang

kendala yang sering dihadapi dalam proses pelayanan E-KTP ini adalah

jaringan yang sering dalam kondisi tidak baik sehingga mengakibatkan
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pembuatan E-KTP tertunda dan menjadi tidak tepat waktu, selain itu
kurangnya dana atau anggaran dalam pelayanan ini mengakibatkan
kurangnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan menjadi tidak
maksimal.

4. Assurance
Dalam pelayanan E-KTP ini tidak ada diberikan jaminan ketepatan
penyelesaian pembuatan E-KTP namun pembuatan E-KTP ini diberikan
jaminan biaya gratis oleh pihak penyelenggara. Tidak ada jaminan
keamanan yang diberikan serta masih banyak pegawai yang tidak
menggunakan atribut seperti tanda pengenal.

5. Emphaty
Pegawai sudah berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan
pengguna layanan dan pegawai cukup ramah dan sopan santun kepada
pengguna layanan serta tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan

pegawai terhadap pengguna layanan.

b. Faktor yang menghambat pelayanan publik E-KTP di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara
1. Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik E-KTP yang belum
memadai.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik E-KTP adapun sumber daya
manusia masih belum cukup memadai.
3. Sumber daya finansial yang masih terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi

saranan dan prasarana pelayanan publik E-KTP dengan baik.
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4. Kurangnya komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik
E-KTP sehingga masih kerap terjadi masyarakat yang menunggu untuk
mendapatkan pelayanan.

c. Faktor yang menjadi pendukung terwujudnya proses pembuatan E-KTP
sesuai SOP

1. Pegawai dikantor Dukcapil sudah sesuai dengan jurusan dan keahlian yang
mereka kuasai.
2. Tugas dan fungsi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di

Kantor tersebut.

5.2 Saran

Setelah menguraikan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa
saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik E-KTP sebaiknya pihak
Disdukcapil dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada
pengguna pelayanan publik E-KTP.

2. Agar pelayanan publik E-KTP lebih maksimal seharusnya pegawai
ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan background pendidikan masing-
masing pegawai.

3. Untuk menghindari kendala pada saat pelayanan publik E-KTP agar tidak
terulang secara terus menerus sebaiknya gunakan jaringan internet yang

paling bagus kualitasnya.
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4. Untuk memaksimalkan dan memberikan pelayanan yang terbaik maka
sebaiknya kedisiplinan pegawai dalam bertugas maupun kehadiran pegawai
ditingkatkan lagi.

5. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik E-KTP sebaiknya pegawai
lebih memprioritaskan kepentingan pengguna pelayanan.

Maka dari itu dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
E-KTP di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Aceh Tenggara

hendaknya dilakukan perubahan yang menyangkut semua aspek.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Peneliti : RIFALDI
NPM : 201801022
Prodi : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Universitas : UNIVERSITAS MEDAN AREA

A. Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Komunikasi

a. Transmisi
Bagaimana transmisi komunikasi pada Kualitas Pelayanan Pegawai
terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Aceh Tenggara?

b. Kejelasan
Bagaimana kejelasan komunikasi pada Kualitas Pelayanan Pegawai
terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Aceh Tenggara?

c. Konsistensi
Bagaimana konsistensi komunikasi pada Kualitas Pelayanan Pegawai
terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia
Bagaimana Sumber Daya Manusia pada Kualitas Pelayanan Pegawai
terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Aceh Tenggara?

b. Bagaimana Informasi pada Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap
Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Aceh Tenggara?

c. Bagaimana kewenangan pada Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap
Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Aceh Tenggara?

d. Bagaimana fasilitas pada Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan
E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh
Tenggara?

3. Disposisi
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a. Bagaimana efek disposisi pada Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap
Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Aceh Tenggara?

b. Bagaimana staffing birokrasi Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap
Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Aceh Tenggara?

c. Bagaimana insentif pada Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan
E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh
Tenggara?

4. Struktur Birokrasi
a. Bagaimana prosedur operasional pada Kualitas Pelayanan Pegawai
terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Aceh Tenggara?
b. Bagaimana fragmentasi pada Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap
Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Aceh Tenggara?

LEMBAR JAWABAN
Nama
Jabatan

Instansi

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pegawai
terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Komunikasi

a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi transmisi komunikasi terkait
Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejelasan komunikasi terkait
Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsistensi komunikasi terkait
Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Sumber Daya
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a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia terkait
Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Informasi terkait Kualitas
Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kewenangan terkait Kualitas
Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

d. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fasilitas terkait Kualitas Pelayanan
Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

3. Disposisi

a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efek disposisi terkait Kualitas
Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi staffing birokrasi terkait Kualitas
Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi insentif terkait Kualitas Pelayanan
Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

4. Struktur Birokrasi
a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi prosedur operasional terkait
Kualitas Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?
b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fragmentasi terkait Kualitas
Pelayanan Pegawai terhadap Pembuatan E-ktp di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara?

LEMBAR JAWABAN
Nama
Jabatan

Instansi
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Lampiran 2. Foto Wawancara
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